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| sedang dihebohkan de-
j ngan mencuatnya pra-
hara Setnya Novanto (Setnov)

‘IIIW/WW

- yang saat ini sudah ditetapkan

sebagai tersangka dugaan tin-
dakpidanakorupsimegaproyek
e-KTP. Berdasarkan ketentuan
Pasal 21 KUHAP, penyidik KPK
mempunyai wewenang untuk
melakukan penahanan ter-
hadap Setnov dengan alasan-
alasan subjektif sebagaimana
diatur Pasal 21 KUHAP, yaitu
dikhawatirkan akan melarikan
diri, merusak atau menghilang-
kan barang bukti, dan- atau
mengulangitindak pidana.
Namun, sebagai negara hu-
kum, seorang tersangka juga di-
berikan hak untuk mengajukan

keberatan atas proses penetap-

antersangkajikamemangdirasa

tidak sesuai dengan prosedur
hukum (cacat formil), yaitu de-
ngan mengajukan permohonan
praperadilan sebagaimana di-
atur Pasal 77 KUHAP. Berdasar-
kan putusan Mahkamah Kon-
stitusi, objek praperadilan diper-
luas tidak hanya menyangkut
sah dan tidak penangkapan, pe-

nahanan, penghentian penyi-

dikan atau penghentian penun-
tutan, tetapijuga termasuk sah
dantidakpenetapantersangka.

uniapolitikdi Tanah Air -

Hak untuk mengajukan per-
mohonan praperadilan sebe-
lumnya dilakukan Setnov pada
penetapan tersangka yang pet-
tama oleh KPK yang kemudian
dikabulkan hakim tunggal Peng-
adilan Negeri Jakarta Selatan
yang dalam amar putusannya

menyatakan 'penetapan ter--

sangkaSetnovtidak sah danme-

~nyuruh termohon KPK untuk
 menghentikan penyidikan. Kini
 Setnov berjuang kembali untuk

menguji sah dan tidak penetap-
an tersangka yangkeduakali de-
nganmengajukan permohonan
praperadilan di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan atas
termohon KPK.
Prosespraperadilan tersebut
sangat . berpengaruh  pada
langkah politik Partai Golkar
untuk mengambil sikap politik,

terutama dalam dua hal, yaitu

terhadap posisi Setnov sebagai
ketua umum Partai Golkar dan
sekaligus sebagai ketua DPRRI,
Banyak sudra yang mendesak

Setnovmundurdariduajabatan- -
nya tersebut; namun sampai se-

jauhiniPartaiGolkartetapmem-
berikan kesempatan kepada Set-
novuntukmembuktikan dirinya
lewat praperadilan bahwa KPK
telah cacat dalam menetapkan
statustersangkanya.

- Disatusisi, Golkarjugameng-
hormatiasas praduga tidak ber-
salah (presumption of innocence)
yang dianut dalam sistem hu-
kum Indonesia. Asas ini me-
negaskan ‘bahwa seseorang
sepanjang belum diputus oleh

putusan pengadilan yang ber-
kekuatan

hukum  tetap
(inkracht van gewijsde) tetap
harus dianggap dan diperlaku-
kan sebagai orang yang tidak

bersalah melakukan sesuatu
tindak pidana yang dituduhkan
kepadanya. Karena itu, Golkar

berkeyakinan bahwa Setriov .

sejauh ini harus diperlakukan
sebagai seorang tersangka yang
belum bersalah karena status
tersangka tersebut berdasar-
kan KUHAP adalah seseorang
yang "diduga” melakukan tin-
dak pidana dengan bukti per-
mulaanyang cukup.

Golkar Menunggu
Hasil Praperadilan

Partai Golkar tentu sangat
prihatinterhadap praharayang
sedang menimpa Ketua Umum

Golkar Setya Novanto karena

bagaimanapundiabukanhanya
ketua umum Partai Golkar, te-
tapi juga ketua DPR yang me-
rupakan lembaga wakil rakyat.
Duajabatan yang melekat ter-
sebut merupakan jabatan yang
penting. Sebagai ketua umum
partai, Setnov memimpin se-
buah partaibesar yang pernah
punya sejarah panjang mem-

+ bangun demokrasi Indonesia

sejak Orde Baru hingga Era
Reformasi saat ini. Partai
Golkar yang dipimpin Setnov
adalah partai pemenang kedua
Pemilu 2014 setelah PDIP,
Dukungan terhadap kepemim-
pinan Setnovijugamasih kuat di
internal Partai Golkar karena
Setnov mempunyai loyalitas
dan kinerja yang baik untuk
Partai Golkar dan selama me-

. mimpin DPR juga telah mem-

berikan kontribusi dan peng-
abdian kepada DPR dalam
melaksanakani  tugas-tugas
konstitusionalnya.
Dukungan kuat internal
Partai Golkaruntuk Setnovjuga

berimbas pada pilihan Partai
Golkaryangbelumhendakmen-
copot posisinya sebagai ketua
DPRRI.Untukmenggantiposisi
Setnov, menurut ketentuan
Pasal 87 ayat (4) UU No 17
Tahun 2014 tentang MPR,
DPR,DPD, dan DPRD, jika pim-
pinan DPR berhenti dari jabat-
annya, penggantinya berasal
dari partai politik yang sama.
Berdasarkan UUMD3 tersebut,
Golkar punya pilihan untuk
mengajukan calon pengganti
Setnovsebagaiketua DPR.

Sampai sejauh ini Golkar
masih memberikan dukungan
moril dan bantuan hukum ke-
pada Setnov, setidaknya sampai
proses praperadilan selesai.
Lalu,siapayangakanmenjalank-
an sementara kepemimpinan
Setnov sebagai ketua umum
DPP Partai Golkar dan ketua
DPR?Menurut Pasal 19Anggar-
an Dasar Partai Golkar, kepe-
mimpinan DPP Partai Golkar
bersifatkolektifkolegial. Artinya,
prahara yang sedang menimpa
Setnovtidakakanberimbaspada
kinetja Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golkar karena kepemim-
pinan Partai Golkar tidak ber-
tumpupadakepemimpinanper-
orangan, tetapi kepemimpinan
kolektif.

Rapat Pleno DPP Partai

_ Golkar beberapa hari lalu telah

memntuskan bahwa posisi
Setnov sebagai ketua umum
DPP Partai Golkar menunggu
putusan praperadilan. Selain
itu, Sekjen Idrus Marham juga
menjabat sebagai pelaksana
tugas (plt) ketua umum sampai
ada putusan praperadilan. Bila
putusan praperadilan menga-
bulkan permohonan Setnov,

)ah Gol

kar

pelaksana tugas ketua umum
berakhir. Namun, jika permo-
honan praperadilan Setnov
ditolak, pelaksanaketuaumum
bersama pimpinan DPP Partai
Golkar akan mengambil lang-
kahsecepatnya.

Menurut hemat saya, pilih-
anyangpaling tepat adalah me-’
nyelenggarakan musyawarah
nasional luar biasa (munaslub)
untuk memilih ketua umum
DPP Partai Golkar yang baru.
Mengacu pada ketentuan
Anggaran Dasar Partai Golkar,
musyawarahnasionalluarbiasa
adalah musyawarah nasional
yang diselenggarakan dalam
keadaan luar biasa, diadakan
atas permintaan dan/atau per-
setujuan sekurang-kurangnya
2/3 Dewan Pimpinan Daerah
Provinsi, disebabkan partai
dalam keadaan terancam atau
menghadapiihwalkegentingan
yangmemaksa.

Dari ketentuan anggaran
dasar tersebut, thwal kegen-
tingan yang memaksa sebagai-
alasan munaslubadalah duahal
utama, yaitu kep: entin, gan po-
litik Partai Golkar menghadapi
pemilihan kepala daerah seren-
takpada 2018 yangsudahdide-
panmatadan persiapan Golkar
menghadapiPemilu 2019. Dua
kepentingan tersebut yang
mengharuskan Golkar segera
mengambil ‘langkah politik
yang tepat guna kepentingan
partai ke depan tanpa harus
tersandera oleh prahara yang
menimpa Setnov, tetapi juga
tetap® berlaku adil terhadap
persoalan hukum yang sedang
menimpa Setnov, setidaknya
sampai ada putusan prapet-
adilan. & :
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